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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tenfun;Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor i(~Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
\ --:-Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nom9£-15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tariggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia ¥un 2004 Nomor 66, Tambahan

baran Negara Repuhlik Indonesia Nomor4400);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran ,.N~ R.~pUblik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tamb8.han Lelllbai-art· 'ljegani: Nomor 5494);

. .;. '. , . .;:._," )-~... ': ~;: . """_."'_l, \ ..", :-:'.:..

9. Undang-Undang. ..NO(D.:Cit6"' :Tal;Lun: 2014 tentang Desa
• ',or'- ..... ,.<J ......... ',_,,:> '.' ....""., '~,' ~_,..-:'. t_

(Le~b~ N.~gara:Reptiq@t::lhd~I?-e~aTahun 2014 Nomor 7,
Tambahan. ·:Lemb,aran.,Neg~ \'~~Pllblik Indonesia Nomor
54~5);) ;:.,\. ' "::,~::'~":_..J .~.,.....::';..' . ,':,>::';;\( ,

10. Undang-Q~dang~·~o,IQ.or23 Tahun:~2014tentang Pemerintahan
-. : J ': \ ... ,.' _! I r \ " .' " ",' ,." ':..

Daerah (~~bai'ap ..Neg~ Republilt Indonesia Tahun 2014
NomoT.;244,<I'ambShanLemb~aJl/ N®mi Republik Indonesia
Nomo~5587)' sebagairriana tellili ruubah beberapa kali terakhir

; : .' -. \'., .'...', _"', . ,"_";""-"'_" .... 'v., ,~','," ::.~':'. _." _ •

dengan Undang~Undang N<?mor 9 .Tahun 2015 tentang
Pe~p'~an" ~~Q~ '~q,.~:",jJnd~giVp.dang Nomor 23 Tahun
2014 -. teh4tng,' PelQ.ermtihan;' Daerah (Lembaran Negara
Repub~/' Indonesia, Tah.,un:::\2915' Nomor 58, Tambahan
Lembaran'·N.~gara·Repub1.ikInc:ionesiaNomor 5679);

11. undang-Und~g"NomQr 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

16.Peraturan Pemerintab",".:,~ompr"58, Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangati' Da~~ah':'(Le:rri.baranNegara Republik
Indonesia Tahun,<200S" Ndmor, ,140, Tambahan Lembaran

:."'.;_---',__ ' /_~~,.,/," ',"c" "'_:__'_:':""<"_~'_, :\,_. ::'_-~'.., '0,; :.t \:;.'. _' ;.'':;
Negara 'Repu~~Indories~ Nomor: 45'78);

17.Peraturan. "Peme!intah No~oi"'<~, Tahun 2006 tentang
Pelapgl-att Ke\langap,")dan "::Kfri~ijli Instansi Pemerintah
(Lembaran NegEu-a:R~puplikI~do~~sia..'Tahun 2006 Nomor25,
Tambahah, Lem~~"< Neg~a iR~jlblik Indonesia Nomor

I '", " " , ' '" ,,',',
4614);,: " ,

18. PeratUr~ ~~merin.tahNOn;1~r:3~:fahun 2007 tentang Laporan
Penyele~ggar~ 'P~lI1erift~:: Daerah Kepada Pemerintah,
Laporari' \Ke~e:t;angail~e$n~gj~waban Kepala Daerah
Ke~a~a' 'D~ "Perwakil&ri "RSkyat ,Daerah, dan Informasi
Laporar; 'Penyelen~ "Pepierirltahan Daerah Kepada
Masyanikat (tem68:ran Nt':gara Republik Indonesia Tahun
2007 Nom~~""19,'" T8lJlb8.han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelQI8iu1"I<:euanganDaerah sebagaimana

".,' : ",' '::.' -. \\, \::"',""" ,-.',.'-:-".::--.:
telah diubah terakhir ci~ng~ ;P~taturanMenteri Dalam Negeri
Nomor 21"'TahUli>c2Qll' tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan l\t1~teri: ri8I~, :N~e#.:,:N"omor13 Tahun 2006

\ . ',I ,t' ••... • ': " -"',"":"'," ", '. \ \' '."':'_:',\','\

tentang Pedoman ':pengelotaaJ:iKeu8J;lganDaerah;
26. Pe.ra~" Mente~j i~~~ -.~~~ri{;.Nomor32 Tahun 2011

te~taIlg ~~dorii~;~~~brpan ,Hib~jdan Bantuan Sosial Yang
Bersumber-deri ADggaran·'~enda~tan dan Belanja Daerah
(Ber:itaNe~ Republik Inqonema.:Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimanll ,telah' diubah ':beber~pa kali terakhir dengan
dengan Per~futan ":Menterl 'Or;ilam .Negeri Nomor 13 Tahun
2018i .tentang-. Pen:tba.hah.<Ketiga..Atas Peraturan Menteri
Dal~ '.Neg~ri Nom,or 32):Tah~·,· 2011 tentang Pedoman
Pem~~'< HiJ:>ah'dan Bann1m S()sial Yang Bersumber dari
Anggaran- .~nciapataridan...Belartja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia"Tahun ·2018Nomor465);

27. Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor825);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di
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35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 4);

Nomor l};
33. Pei~~ Daerah Nomor:i2 Tahun 2010 tentang Retribusi

Golon~<~as.1!l uSal,l. (b.;mb~ Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahtl~ 261d;No~or .12f·'T~bahan Lembaran Daerah
Nomor 5); "-

34.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran:Daerim;:: Kabupaten Lombok Timur. - " -, .:_.: _' -,,'-.' ...
N 5) -, :1,\".",'omor .; ( ~,'. .., . . .-v.. -. ..

32. Peratunfu rDaer~<;NQU1or'ii:'Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa,'Um~' '(LeIJl~: Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahtfu 2010 ,Nom~r\11, ,T~bahan Lembaran Daerah..". .i>:»: .' ,..., '; 1"."· -. ···. "',.' <~:',;i";
Nom()~4)" sebag~jm~a, telah(~~b.@ beberapa kali terakhir
dengan '~eranirali' 'r?a~rah"N()l#~r::1 Tahun 2018 tentang
Perubah~ Kedtia: ~Ata~·'Peratur~ Daerah Nomor 11 Tahun

" I ....., _..: :',' •

2010 "Jen~g R~tribusi GOlongan. Jasa Umum (Lembaran
. ; ,"; \ ". ' -- - - .' , ',": '. ., '::>

Daerah Kabupaten. Lombok Tifuur Tahun 2018 Nomor 1,
. i .... ..' '. ,,:,,' "'1.::,

Tambahan \Lenibarart '.:D~erah·,~..Kabupaten Lombok Timur
;. :," "
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp30.994.455.000,-
b. Pengeluaran Rp4.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan Netto Rp26.994.455.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan RpO,-

Rp81.640.121.920,­
Rp612.560.177.733,­
Rp483.199.183.942,­

Rpl.177.399.483.495,­
Rp2.775.117.284.484,­
(Rp26.994.455.000,-)

a. Belanja Tidak Langsung:
1) Belanja Pegawai Rpl.055.349.562.503,-
2) Belanja Bunga RpO,-
3) Belanja Subsidi RpO,-
4) Belanja Hibah Rp57.404.900.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp29.936.200.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rpl1.324.833.417,-
7) BelanjaBantuanKeuangan Rp438.702.305.069,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp1.575.583.829.424,-
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp294.930.638.246,­
Rp1.907.390.895.692,­
Rp545.801.295.546,­

Rp2.748.122.829.484,-

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja

Pasall

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun Anggaran 2018, terdiri atas:
1. Pendapatan

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2018

MEMUTUSKAN:

37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
Nomor 4);
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PARAF I{OORDINASI
ASisteu/I/II/llJ /.
Kllbll!! Hukum r
Kndis/Knbng Pengolnb I~ ._,

BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2018 NOMOR51

ROHMANFARLY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARlSDAERAH
KABUPATENLOMBOKTI UR,

~....M. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 31 Desember 2018

j BUPATILOMBOKTIMUR,r
~

/

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten LombokTimur.

Pasal5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan.

Pasal4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran 1yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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